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	1.
	Ringkasan Eksekutif 

	
	SPI PPNS sebagai Aparat Pengawasan Intern Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya untuk tahun anggaran 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. 

Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya]. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. 
Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP.
2. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 92.462.969 atau mencapai 100% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,-. Sedangkan Realisasi Belanja instansi sebesar 13.631.722.676 atau 96% dari anggaran sebesar Rp. 14.200.000.000,-. 
3. Penyajian LO dan LPE dengan uraian CaLK telah sesuai.
4. Akun-akun yang tidak terdapat pada DIPA 401318 : 
· Akun penyisihan Piutang (116xxx) 

· Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx)
5. Akun 111827 N/A karena DIPA 401318 tidak ada hibah langsung
6. Kegiatan operasional (Beban Pegawai, Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih) tidak dialokasikan pada DIPA 401318.
7. Kegiatan Non Operasional (Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar, Beban Pelepasan Aset Non Lancar, Pendapatan Penyelesaian, Kewajiban Jangka Panjang, Beban Penyelesaian, Kewajiban Jangka Panjang, Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya) tidak dialokasikan pada DIPA 401318.
8. Telaah antar Laporan Keuangan pada bagian penyesuaian nilai aset (di LPE) pada DIPA 401318 tidak ada karena tidak terdapat persediaan
9. Alokasi untuk persediaan tidak ada pada tahun 2019 DIPA 401318 



	2.
	Dasar Hukum 

	
	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Pasal 33 ayat (3). 

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 57 ayat (1).
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Pepres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pasal 66 ayat (6).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.09/2015 tentang Standar reviu Laporan Keuangan Baendahar Umum Negara 
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Ddalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Inpres Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3205/F.F1/HK/2019 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Bagi Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
11. Surat Permintaan Reviu LK Tahun 2019 dari Inspektorat Jenderal Kemenristek/BRIN no. T/31/G/PA.00.00/2020 tanggal 21 Januari 2020
12. Surat Penugasan Direktur PPNS Nomor 563/PL19/KP/2020 tanggal 23 Januari 2020


	3.
	Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu 

	
	Tujuan reviu adalah untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas.  

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.



	4.
	Metodologi Reviu 

	
	Reviu atas LK Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 
Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk :

1. Menelusuri angka-angka LK ke catatan akuntansi dan dokumen sumber.

2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi.

3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Reviu dititikberatkan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. 


	5.
	Gambaran Umum Obyek Reviu 

	
	Obyek Reviu adalah LK Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang disusun secara terpusat oleh Sub. Bag. Keuangan Unit BAUK Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.


	6.
	Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran :

	
	· Rincian akun LRA telah disajikan sesuai BAS

	
	· Angka Estimasi Pendapatan dan Belanja pada LRA telah disajikan sesuai DIPA
· Secara umum, Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.13.631.722.676,- atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.200.000.000,-


	7.
	Hasil Reviu atas Neraca 

	
	Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 22.513.336.797,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.22.417.074.297,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 96.262.500,-.


	8.
	Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK 

	
	· Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar (10,29%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan alokasi Belanja baik belanja barang maupun modal pada tahun 2019.
· Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami penurunan (33,25%) dari Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja jasa profesi, serta belanja perjalanan dinas sebagai pendukung kegiatan program revitalisasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

· Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar (2,58%) dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena penurunan alokasi belanja modal, dan realisasi di tahun 2019 hanya  belanja  modal peralatan dan mesin sebagai pendukung program revitalisasi.


	9.

	Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan


	
	· Pengungkapan LO dan LPE telah sesuai dengan uaraian di dalam CaLK

· Transfer Keluar berupa KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) dari DIPA 401318 ke DIPA 401001, sebesar Rp. 3.191.492.600,-, sesuai BAST no: 3284/PL19/PL/2019, tanggal 28 Juni 2019.


	10.
	Apresiasi
Pejabat pembuat komitmen beserta staf keuangan terkait telah bekerjasama dengan baik dalam proses reviu LK TA 2019. 












Surabaya, 30 Januari 2020
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